TINJAUAN FIKIH SIYA>SAH TERHADAP PENCALONAN OESMAN

SAPTA ODANG SEBAGAI ANGGOTA DPD RI DAPIL KALIMANTAN

BARAT PERIODE 2019-2024 MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 26

TAHUN 2018

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Lugman Fadhil
C95216128

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Lugman Fadhil

NIM : C95216128

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum

Tata Negara

Judul Skripsi

: Tinjauan Fikih Siya>sah Terhadap Pencalonan

Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI

Dapil

Kalimantan Barat Periode 2019-2024

Menurut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan

karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30April 2020

Saya yang menyatakan

000
ENAM RIBURUPIAH

Muhammad Lugman Fadhil

NIM. C95216128



PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Lugman Fadhil NIM C95216128 ini telah diperiksa

dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Maret 2020

Pembimbing,

NIP.196201011997031002



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Lugman Fadhil

NIM : C95216128
asah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaq e !
Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai ;ﬂa:r asatu
persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I Penguji II
:"
Dr. H. Moh. Syaeful Bahar Dr. Syamsuri, M.H.1
NIP. 197803152003121004 NIP. 197210292005011004
Penguji III Penguji IV

. 2
C%\g% - -(o,./

Adi Damanhuri, M.Si Dr. H. Suis Qaim Abdullah, M.Fil.I
NIP. 198611012019031010 NIP. 196201011997031002

Surabaya, 24 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




KEMENITIERIAN AGAMIA
\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
‘/J PERPUSTAKAAN
¢ i{? SR ‘PX ﬁ%‘ ;RN&€E§ JI. Jend. A. Yani 117 Sl};ﬁi{f ggfszsée&?ns%; 1':2?(’11972 Fax.031-8413300

TEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Lugman Faghil
NIM : C95216128

Fakultas/Jurusan  : Syatiah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : lugmanfadhil99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepdda Petpustakaan
UJN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi L1 Tesis [J Desertasi [ Laindain (cooooveiiiniiiinn, )
yang berjudul :
TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENCALONAN OESMAN SAPTA ODANG

SEBAGAI ANGGOTA DPD RI DAPIL KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019-2024

MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2018

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format-kan,
mengelolanya dalam  bentuk pangkalan data  (database), mendlbtnbu&kann}a dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fillfext untuk kepentingan
akademis tanpa petlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/petrcipta dan atau penerbit yang bersangkutar.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2024

Pepalis

/

( M. Lugman Fadhil )



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fikih
Siya>sah Terhadap Pencalonan Oesman Sapta Odang Sebagai Anggota DPD RI
Dapil Kalimantan Barat Periode 2019-2024 Menurut Peraturan Kpu Nomor 26
Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang
bagaimana pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI dapil
Kalimantan Barat Periode 2019-2024 menurut peraturan Kpu Nomor 26 tahun
2018, serta bagaimana tinjauan Fikih Siya>sah Dustu>riyah terhadap pencalonan
Oesman Sapta Odang sebagai anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat periode
2019-2024 menurut peraturan KPU nomor 26 tahun 2018.

Data penelitian ini dihnimpun menggunakan metode penelitian kepustakaan
(library research). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis
sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pencalonan Oesman Sapta Odang
sebagai calon anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat periode 2019-2024
menurut peraturan KPU nomor 26 tahun 2018. Selanjutnya data tersebut diolah
dan di analisis menggunakan teori hukum islam, yaitu Siya>sah Dustu>riyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pencalonan Oesman Sapta
Odang dalam Pemilu 2019 sah secara hukum. Pencoretan nama Oesman Sapta
Odang dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang berdasar
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XV1/2018 telah
menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak sesuai dengan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 65 P/HUM/2018. Pemberlakuan PKPU
No. 26 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan surut ke belakang sesuai dengan asas
hukum non retroactive yang tercermin dalam pasal 47 Undang-undang No. 4
Tahun 2017 tentang Mahkamah Konstitusi: Kewenangan KPU dalam menerbitkan
peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 serta melakukan seleksi terhadap bakal
calon anggota DPD RI pada pemilu sesuai dengan salah,satu kewenangan Ahlul
Halli Wal Aqdi yang merupakan salah satu dari lingkup Siya>sah Dustu>riyah
yang membahas tentang hubungan lembaga pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya terjadi ketidakpastian
hukum yang diakibatkan dari pemberlakuan peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018
dengan berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30./PUU/XV1/2018.
KPU memberlakukan secara surut peraturan tersebut kepada Oesman Sapta
Odang yang sebelumnya telah lolos verifiasi DCS anggota DPD RI dapil
Kalimantan Barat, yang menimbulkan putusan-putusan baru yang salaing
bertabrakan salah satunya putusan Mahkamah Agung. Agar tidak terjadi
ketidakpastian hukum seharusnya KPU dapat mengambil jalan tengah dan dapat
mempertimbangkan putusan yang ada tidak serta merta mengabaikan putusan-
putusan yang ada agar tidak mencederai hak-hak politik pihak manapun.
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